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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan tinjauan dan data yang didapatkan dari Unit Kerja 

Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) Kota Yogyakarta dan hasil 

wawancara bersama UMK maka penulis dapat menyimpulkan:  

1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement di Kota Yogyakarta yang diatur secara terstruktur 

mengenai mekanisme dalam Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Melalui Penyedia. Hal ini  menjadi suatu afiirmasi 

positif terhadap dorongan peningkatan terhadap pelaksanaan 

pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara e-

procurement di Kota Yogyakarta. Adanya peningkatan dari 

tahun 2021 karena adanya dorongan melalui belanja katalog. Hal 

ini mewajibkan untuk setiap dinas dan satuan kerja untuk 

melakukan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement. Selain itu, pemberdayaan UMK juga dilakukan 

secara menyeluruh baik dari pelaksanaan melalui e-procurement 

ataupun diluar. Hal ini mencakup program Gandeng Gendong 
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yang didasari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 

2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. 

Cakupan program ini seperti jamuan makan dan jamuan rapat 

yang menggunakan UMK sebagai penyedia. Program ini 

memastikan adanya pemberdayaan UMK tidak hanya dalam hal 

cakupan besar namun, dalam cakupan kecil seperti jamuan rapat 

dan makan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

pengembangan ekonomi kewilayahan.  

2. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement di Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam hal 

perubahan versi dari yang sebelumnya e-catalogue menjadi 

INAPROC. Hal ini membuat Dinas Koperasi dan UKM 

(DINKOP UKM) dan UKPBJ Kota Yogyakarta harus 

melakukan sosialisasi kembali dengan sistem program baru ini. 

Hal ini menjadi kendala karena setiap satuan kerja atau dinas 

harus menyesuaikan ulang dengan program baru ini. Begitu pula 

penyedia yang harus melakukan penyesuain ulang terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement. Selain itu, adanya biaya tambahan baru juga 

membuat keluhan dari pihak penyedia karena dapat mengurangi 

dana pemasukan.  

3. Pihak UMK mengalami suatu kendala dalam hal mekanisme 

pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 
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e-procurement yang dinilai kurang efekitf. Penyedia dalam 

pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement masih harus melakukan promosi ke setiap satuan 

kerja atau dinas. Hal ini harus dilakukan untuk memperkenalkan 

kepada setiap satuan kerja atau dinas perusahaan penyedia. 

Apabila tidak dilakukan maka besar kemungkinan perusahaan 

penyedia tidak akan digunakan oleh satuan kerja atau dinas 

dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara e-

procurement. Hal ini dinilai tidak efektif dan menimbulkan 

persaingan yang tidak sehat antar UMK karena menguntungkan 

perusahaan yang bermodal besar. Selain itu, pihak UMK juga 

merasa syarat sebagai penyedia di e-procurement cukup rumit 

dan membuat banyak UMK yang tidak berniat mendaftar. 

Apabila banyak UMK yang merasakan seperti ini maka nantinya 

produktivitas pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement tidak akan lebih meningkat dan tidak dapat 

dirasakan oleh banyak UMK. Maka, diperlukan suatu sistem dan 

mekanisme birokrasi pengadaan barang atau jasa oleh 

pemerintah secara e-procurement yang lebih efisien dan lebih 

adil kepada setiap penyedia.  
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B. Saran 

Mengacu pada pembahasan dan Kesimpulan sebelumnya maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara 

e-procurement di Kota Yogyakarta yang sudah berjalan baik 

secara data statistik harus dipertahankan. Hal ini dalam 

pelaksanaan aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 

memberikan afirmasi positif kepada setiap satuan kerja atau 

dinas untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh 

pemerintah secara e-procurement yang mengedepankan 

penggunaan produk dalam negeri. Peraturan ini membuat 

adanya dorongan lebih kepada setiap satuan kerja atau dinas dan 

penyedia untuk dapat melakukan pengadaan barang atau jasa 

lebih produktif lagi.  

2. Penyesuaian program pelaksanaan pengadaan barang atau jasa 

oleh pemerintah secara e-procurement harus dalam satu jalur. 

Pembaruan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

harus mempertimbangkan program sebelumnya yang sudah 

berjalan. Apabila ada suatu pembaruan yang mengubah banyak 

hal yang telah dilakukan di program sebelumnya maka akan 

membuat setiap pihak baik satuan kerja atau dinas setiap daerah 
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maupun penyedia. Terlebih program sebelumnya telah mencapai 

suatu target yang baik maka pembaruan harus pada tempat yang 

lebih strategis yag sekiranya di program sebelumnya belum 

tercapai. 

3. Efektivitias pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh 

pemerintah secara e-procurement harus dilakukan lebih 

mengutamakan penyedia. Untuk mekanisme saat ini pihak 

penyedia masih merasakan kesulitan dan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan. Terlebih dalam hal mempromosikan 

perusahaannya untuk dapat digunakan oleh setiap satuan kerja 

atau dinas dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah 

secara e-procurement. Hal ini membuat produktivitas penyedia 

tidak merata karena untuk mekanisme pelaksanaan pengadaan 

barang atau jasa oleh pemerintah secara e-procurement lebih 

menguntungkan pihak penyedia bermodal besar. Selain itu, 

diperlukan adanya ketentuan syarat baru yang lebih mudah 

kepada UMK agar dapat melakukan program pengadaan barang 

atau jasa secara e-procurement ini sebagai penyedia. Perlu 

adanya dorongan kebijakan lebih intensif agar seluruh UMK 

dapat ikut serta dan menghasilkan perputaran ekonomi yang 

baik. Maka dari itu, kedepannya diperlukan suatu mekanisme 

yang lebih efektif dan adil untuk setiap penyedia agar tujuan 

untuk pengembangan ekonomi kewilayahan semakin merata.  
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